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RINGKASAN

Pemeriksaan Pajak adalah salah satu kegiatan guna menghimpun data,
keterangan, dan bukti dan dilaksanakan secara objektif dan profesional
berlandaskan pada standar pemeriksaan yang berlaku untuk menguji kepatuhan
kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini
adalah bagaimana mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan
PPh pada KPP Madya Malang dan pengaruh penagihan pajak terhadap
Penerimaan PPh pada KPP Madya Malang. Kuantitatif adalah data yang
digunakan. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan
Pajak Madya Malang dan pajak yang tertagih memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang
dengan adanya Penagihan Pajak maka Penerimaan PPh Badan di KPP Madya
Malang akan terus bertambah.

Kata kunci : Pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak
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1.1. Latar Belakang

Pendapatan terbesar yakni bersumber dari pembayaran pajak oleh
masyarakat indonesia. kontribusi pajak dalam penerimaan negara sebesar 80
persen (Agusti dan Herwaty, 2009). Besarnya pembayaran pajak dilihat dari Dana
yang masuk.. akan tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya bayar pajak

masih minim. Hal ini terlihat dari rasio pajak terhadap PDB masih di bawah 1%.

Pajak yang diterima diukur menggunakan tax ratio oleh Produk Domestik
Bruto (PDB). Dengan menggunakan perhitungan tax rasio agar bisa mengetahui
besarnya pajak dalam bidang ekonomi di suatu negara. Jika dibanding dengan
negara lain jumlah tax ratio dindonesia masih minim.hal ini di lihat dari
kontan.co.id pada 23 Agustus 2016. rasio terhadap PDB masih kurang dari 1%.
supaya jumlah pajak yang di target berjalan dengan baik, maka sangat dibutuhkan
kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang membayar pajak guna memaksimalkan
pembayaran pajaknya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Upaya
pemerintah untuk mecapai terget penerimaan pajak yaitu dengan memperbaiki

sistem yang ada dalam pemungutan pajak (Suhendra, 2010).

sistem pemungutan yang ada di indonesia telah di ubah dari official
assesment system menjasi self assesment system sejak tahun 1948. Artinya

dengan adanya perubahan tersebut masyarakat diharuskan untuk mengisis dan



melaporkan sendiri kewajiban dalam mebayar pajak. Disini sangat dibutuhkan

kesaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Berdasarkan informasi dari www.pajak.go. id pada 23 Maret 2016, tingkat
atau rasio pembayaran pajak baru mencapai 57,09%. Hal ini berarti kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak masih kurang, khususnya badan usaha di
Indonesia. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak yang diterima
tergantung pada tingkat pembayaran pajak baik dalam melaporkan maupun

melunasi pajaknya (Agusti dan Herawaty ,2009)

Untuk menaikan pembayaran pajak badan guna memaksimalkan
penerimaan pajak, pemerintah merencanakan kebijakan setiap tahunnya. Berikut

informasi kebijakan tersebut :

1. Berdasarkan sumber dari cnnindonesia.com yang dipublikasikan pada
tanggal 12 Maret 2015, adanya wacana yang dikemukakan oleh kepala
kantor staf kepresidenan luhur Binsar Panjaitan tentang penekanan biaya
pajak penghasilan pasal 25 (PPh Badan), tarif akan diturunkan dari 25%
menjadi 17,5-17,8% Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro
memastikan rencana pemangkasan PPh Badan baru akan dilakukan pada
2016 mendatang.

2. Berita dari finance detik.com yang dipublikasikan pada tanggal 10 Agustus
2016, biaya pembayaran pajak badan akan diturunkan menjadi 17%.
Alasannya agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing di antara

negara- negara sekitar. Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai,



hal tersebut memang masih dibicarakan di internal pemerintah. Namun
untuk besaran tarif 17% dirasa pantas, karena Singapura juga
memberlakukan tarif yang sama.

3. Berdasarkan sumber dari bisnis liputan6.com yang di publikasikan pada
tanggal 12 Mei 2017, Kementerian Keuangan mebuat kajian untuk
menurunkan pembayaran pajak Penghasilan Badan dari 25% menjadi 17%
sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Adapun alasan apabila
pembayaran pajak menurun, maka akan mendapatkan dampak pada
penerimaan pajak.

4. Berdasarkan sumber dari kontan.co.id yang dipublikasikan pada tanggal 2
Juni 2017, pengusaha berharap supaya pemerintah mengurangi tarif PPh
tapi masih belum terlaksana. BKF Kemenkeu, Nazara katakan

pengurangan PPh akan berimplikasi pada penurunan penerimaan negara.

Berdasarkan keempat sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pemerintah sedang berupaya keras untuk menaikan pembayaran pajak agar
penerimaan pajak besar. upaya dari pihak pemerintah merendahkan pembayaran
pajak olen masyarakat supaya penerimaan pajak besar karena banyak yang
membayar pajak dengan biaya yang minim. Apabila tarif untuk membayar pajak
yang ditargetkan menurun, akan menambah kemauan masyarakat untuk
membayara pajak. Yang menjadi permasalahan apabila pembayaran pajak

diminimalisir, akan menyebabkan pendapatan pajak berkurang.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi alternatif bagi pemerintah

untuk menaikan pendapatan pajak tidak harus merendahkan pembayaran pajak



yang ditetapkan. Dengan meningkatkan pemeriksaan pajak dan pembayaran pajak
pada masyarakt yang tidak mengikuti aturan pemerintah, pihak fiskus dapat
mengetahui lebih dalam lagi terkait potensi penerimaan pajak yang seharusnya
didapat. Dalam hal ini, pihak fiskus harus mencari informasi lebih luas lagi
mengenai badan usaha yang tidak ada dalam daftar pembayar pajak. Dengan
begitu, pembayar pajak yang ada dalam daftar semakin banyak dan penerimaan

pajak pun semakin melambung.

Pembayaran pajak yang tidak dilakukan oleh masyarakat dapat di
minimalisir dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat
mengubah pembayaran pajak yang akan mempenagruhi dalam meningkatnya

suatu pendapatan ( Agusti dan Herawaty,2009).

Tujuan dari adanya pemeriksaan pajak adalah untuk mengetahui
pembayaran pajak (Waluyo, 2013:67). Dengan adanya SKP sebagai output dari
pemeriksaan pajak, dapat dilihat jawaban dari yang mempunyai kewajiban dalam
pembayaran pajak. Setelah dikeluarkannya SKP, lalu wajib pajak langsung
melakukan kewajiban pajaknya, maka dengan sendirinya penerimaan juga akan
meningkat. Tetapi, apabila yang ada malah terbalik yang terjadi, maka akan

diterbikannya suatu tindakan yaitu penagihan.

Dalam praktiknya, masih ada yang belum melakukan kewajibannya dalam
membayar pajak,sehingga mengakibatkan adanya tunggakan (Mahendra dan
Sukartha,2014). BerdasarkanKUP, dinyatakan bahwa SKP dalam waktu sebulan

belum lunas, maka akan dinyatakan utang pajak, dan akan dilaksanakan



penagihan. Hal ini dilaksanakan untuk mengadakannya surat tagih ataupun surat
paksa. Menurut (Shyahab, 2008) hal ini dilakukan untuk melihat optimalisasi
jumlah dari pembayaran pajak yang di tagih. Dengan tujuan agar dapat

menghasilkan penerimaan pajak.

tindakan penagihan adalah  suatu cara untuk memaksa kepatuhan
pembayaran pajak. Surat paksadiadakan sebagai output dari tindakan penagihan
pajak Menurut Zuraida dan Advianto (2011). Sehingga ketika banyak utang yang
bisa ditagih, maka kepatuhan pembayaran pajak akan mrningkat dan akan

bertambahnya penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dan
pemeriksaan pajak sama-sama sangat berpengaruh  terhadap peningkatan
penerimaan PPh badan (Suhendra, 2010). Hal ini bertolak belakang dengan
peneliti (Aguti dan Herawaty,2009) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak
tidak adanya pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP
Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Selain itu, (Agusti dan Herawaty,2009) juga
menyatakan bahwa Hubungan tingkat kepatuhan pembayaran pajak Badan
terhadap peningktan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama
Jakarta Grogol Pertamburan akan diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak

sebagai variabel moderating.

Peneliti (Syahab dan Gisijanto, 2008), bahwa penagihan dan surat paksa
pajak berpengaruh secara simultan berpengaruh pada penerimaan PPh Badan.

Berbeda dengan peneliti (Prihastanti dan Kiswanto,2015) menyatakan bahwa



penagihan pajak tidak memiliki pengaruh yang besar sebagai variabel kontrol

terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak badan yang ada di KPP Madya
Malang karena perkembangan industrialisasi kota Malang yang cukup pesat dari
waktu ke waktu. Perkembangan ekonomi ini diikuti oleh Direktorat Jendral Pajak
dengan membentuk KPP Madya Malang berdasarkan aturan Menteri Keuangan
nomor 132/PMK.01/2006 yang beroperasi mulai tanggal 9 April 2007. KPP
Madya Malang mengadministrasikan pembayaran Badan tertentu yang bertempat
tinggal di biagia atau wilayah kerja Kantor Wilayah Jawa Timur Ill. Wilayah
kerja ini meliputi bagian tengah, timur dan selatan dari Provinsi Jawa Timur, yang
mencakup 14 Kota/Kabupaten, yaitu : Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo,
Jember, Lumajang, Situbundo, Bondowoso, Banyuwangi, Blitar, Kediri,

Tulungagung, Trenggalek, dan Nganjuk.

Pada KPP Madya Malang, karakteristik wajib pajaknya cenderung patuh
ketika pihak fiskus aktif dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Hal ini
dibuktikan dengan tidak adanya SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP Madya
Malang. Setelah diterbitkan SKPKB, wajib pajak telah mematuhi serta membayar
denda dengan tepat waktu, yaitu dalam waktu satu bulan sejak SKPKB

diterbitkan. Sehingga pihak pihak fiskus tidak perlu menerbitkan SKPKBT.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 pasal 9 ayat 3, menyatakan bahwa
SKPKB dan SKPKBT yang menyebabkan tanggungan pajak meningkat, harus

lunas dalam waktu 30 hari dari waktu diadakannya SKP tersebut. Maka, sebagian



besar pembayar pajak akan melunasi tanggungan pajaknya pada bulan berikutnya.
Sehingga dampak dari diterbitkannya SKP akan meningkatnya pembayaran pajak

pada bulan berikutnya.

KPP Madya Malang berdiri sejak tahun 2007 dan dengan melalui aturan
Menteri Keuangan: 132/PMK.01/2006. KPP Madya Malang beroperasi mulai
tanggal 9 April 2007. KPP Madya Malang mengelola wajib pajak badan dalam
skala regional. Kantor Pelayanan Pajak ini berada di Jalan Panji Suroso, Arjosari.
KPP Madya Malang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan, penyuluhan
dan pelayanan,pembayaran pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak langsung

lainnya dalam wilayah yang berwenang.

KPP Madya Malang mengadministrasikan pembayaran pajak badan yang
bertempat tinggal di bagian atau wilayah kerja kantor wilayah Jawa Timur I11.
Wilayah kerja KPP Madya Malang membentang dari bagian tengah, timur, dan

selatan dari Provinsi Jawa Timur yang mencakup 14 kota/kabupaten.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui besarnya
pengaruh antara penagihan dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan PPh badan
pada KPP Madya Malang periode 2015-2018, sehingga peneliti mengambil judul
“Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan Pada KPP Madya Malang”.

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diuraikan sebelumnya, maka rumusan

masalah yang akan di teliti dirumuskan sebagai berikut:



1.3.

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Badan

pada KPP Madya Malang?

. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Badan

pada KPP Madya Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan

Penelitian sebagai berikut:

1.4.

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap

Penerimaan PPh pada KPP Madya Malang.
Untuk mengetahui  besarnya  pengaruh penagihan pajak terhadap

Penerimaan PPh pada KPP Madya Malang.

Kontribusi Penelitian

Harap Setiap Penelitian bisa bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi

positif pada pihak — pihak berikut ini.

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan Referensi dan acuan
bagi Penelitian selanjutnya, terutama pada penelitian bidang perpajakan
terkait dengan penagihan dan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak,
khususnya Kota Malang. hal ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi terhadap perkembangan Akuntansi bidang Perpajakan di

Indonesia.



2. Praktis
Sebagai alternatif bagi Pemerintah bagaimana untuk menambah
penerimaan Pajak tanpa perlu menurunkan tarif Pajak yang dikenakan.
Selain itu juga sebagai sumber informasi dan wawasan bagi pihak Kantor
Pelayanan Pajak Kota Malang dalam mengembangkan Pemeriksaan Pajak
dan Penagihan Pajak. Hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan

penerimaan Pajak dalam rangka memperbesar penerimaan kas Negara.
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